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Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa pendirian perguruan
tinggi swasta wajib memperoleh izin menteri. Dengan demikian maka setiap penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak
memperoleh izin menteri dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Realitas di lapangan ditemukan satu perguruan tinggi swasta yang beroperasi tanpa izin yaitu STIKes Citra Bangsa Sigli sehingga
menarik perhatian penulis untuk mengetahui tentang (1) proses pelaksanaan pemberian izin perguruan tinggi swasta; (2) faktor yang
menyebabkan sanksi administrasi tidak terlaksana; dan (3) upaya penanggulangan dalam penerapan sanksi administrasi.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan pemberian izin terhadap perguruan tinggi swasta menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan, menjelaskan faktor penyebab sanksi administrasi tidak terlaksana, dan menjelaskan upaya
penanggulangan penerapan sanksi administrasi.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris yakni dengan studi dokumen dan studi lapangan. Studi dokumen
dilakukan untuk  memperoleh data yang bersifat teoritis atau data sekunder, sedangkan studi lapangan dilakukan guna memperoleh
data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pemberian izin perguruan tinggi swasta sebagaimana ditentukan oleh
Kemenristekdikti tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh penyelenggara pendidikan STIKes Citra Bangsa Sigli. Faktor tidak
terlaksananya sanksi administrasi dikarenakan oleh tidak adanya laporan dari masyarakat yang mengetahui. Dan upaya
penanggulangannya adalah berupa upaya paksa untuk menon-aktifkan kegiatan akademik dan disegel oleh Kopertis berdasarkan
perintah Kemenristekdikti.
Disarankan kepada Kopertis bahwasannya untuk dapat mengeluarkan produk aturan hukum yang tegas dalam menjalankan tugas
dan tanggung jawabnya, namun juga harus mengharmonisasikan dengan produk aturan hukum nasional yang mana tidak merugikan
pendiri yayasan.
